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Abstrak
Cyberspace telah menciptakan bentuk kejahatan baru, sebagai bentuk kejahatan yang
ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan tekhnologi informasi dan telekomunikasi
yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing disebut
cyber crime. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat
perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi
yang lebih kongkrit bagi para legislator serta memberi solusi penanggulangan kejahatan
kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet (cybersex) di Indonesia
yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi masalah tersebut, dimana dengan
menggunakan logika hukum dan teknik perumusan hukum diharapkan dapat menghasilkan
sebuah formulasi pasal yang dapat menjangkau kejahatan tersebut, terutama terkait
dengan upaya pembaharuan KUHP.
A.PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan akibat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial dalam penerapan ilmu dan
teknologi tersebut dapat dirasakan baik dalam arti positif maupun negatif. Pengaruh
penerapan teknologi komputer atau dalam hal ini internet, telah melanda semua sendi
kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut menyebabkan  perubahan cara berfikir, bersikap
dan bertindak sehingga  dapat mempengaruhi sikap tindak dan sikap mental suatu bangsa
khususnya bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Hal ini juga akan mempengaruhi
sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun hukum
yang tidak tertulis.
Internet adalah jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan Worldwide
network. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui
media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.
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Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti Lokal Area Network (LAN) yang biasa
dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan
intranet, dapat juga berukuran superbesar seperti internet.
Penggunaan teknologi internet banyak menyelesaikan persoalan yang rumit secara
efektif dan efisien. Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.
Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi
dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial
sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (virtual reality). Inilah
sebenarnya yang dimaksud dengan Borderless World.1
Neill Barrett dan Mark D. Rasch dalam risetnya menggungkapkan bahwa internet
mempunyai sisi gelap, sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80% gambar di
internet adalah gambar porno.Cyberporn atau pornografi di internet itu merupakan salah
satu dari sisi gelap itu. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 282 dan pasal 283 KUHP,
Hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. . Adapun dampak
negatif dari Cyberporn.
1. Pornografi memberi makan pada “keinginan mata” dan “keinginan daging” yang tidak
akan pernah terpuaskan. Pornografi hanya akan membuat ‘penontonnya’ minta tambah
tambah dan tambah lagi.
2. Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Pikiran
seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Gambar berbau seks akan melekat pada
otak mereka sehingga pada saat seseorang memutuskan untuk berhenti melihat
pornografi-pun gambar-gambar yang pernah ia lihat dimasa lalu akan bertahan sampai
beberapa tahun bahkan selama-lamanya.
3. Pornografi membuat seseorang terpicu untuk lebih suka melayani diri sendiri dibanding
orang lain. Contohnya Pornografi biasanya membuat orang kecanduan masturbasi. Hal
ini merupakan pemenuhan nafsu pribadi yang bisa membuat seseorang sulit menerima
dan membari cinta yang sebenarnya pada orang lain.
4. Terbiasa melihat pornografi akan merusak hubungan orang tersebut dengan
lingkungannya dalam hal ini keluarga atau orang-orang terdekatnya. Pada hubungan
pacaran hubungan yang berkembang menjadi tidak sehat. Orang yang terlibat pornografi
akan menyalahkan kekasihnya pada tindakan-tindakan seksual yang mereka lakukan.
1 Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, 2002, Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan
Berteknologi, (Citra Aditya Bahkti : Bandung, halaman 5)
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Padahal masalah itu terdapat pada pribadinya sendiri dan pasangannya adalah si
‘korban’. Pada pasangan yang telah menikah ini akan memicu ketidakpuasan seksual
dan praktik seksual yang menyimpang sehingga mengarah ke arah ketidakharmonisan
keluarga bahkan perceraian.
5. Dalam banyak kasus pornografi membuat seseorang kehilangan daya kerjanya. Yang
tadinya aktif dan kreatif bisa menjadi tidak fokus dalam pekerjaan.
6. Dapat merusak hubungan seksual dengan pasangan karena terbiasa membayangkan
orang lain dalam hubungan seksual. Imajinasi adalah salah satu efek pornografi yang
sangat kuat. Nilai dan kemurnian seksual sesungguhnya menjadi rusak.
7. Melihat pornografi akan membuat seseorang menjadi sering berbohong.
Orang yang terikat pornografi akan menyimpan kebiasaannya ini sebagai rahasia
sehingga dengan berbohong ia dapat menyembunyikan rasa malunya dan menghindari
kritik dari lingkungannya. Kemanapun ia pergi ia akan cenderung memakai ‘topeng’.
8. Pornografi akan membawa seseorang pada konsekuensi spiritual yang serius.
Tekanan dan kebingungan akan memenuhi hidupnya. Pornografi membawa kekuatan
jahat yang akan mengontrol dan mendominasi pemirsanya. Sekali saja seseorang melihat
pornografi itu akan membawanya semakin dalam. Nilai moral yang benar makin lama
makn pudar sehingga timbul standar ganda yang membingungkan.
Makalah ini akan berusaha mengungkapkan tentang relevansi hukum pidana yang ada
sekarang dengan cyberporn dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya.
B.PEMBAHASAN
Hukum pidana kita yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur
persoalan pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP kita
dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP
dibuat pada tahun 1881 sedangkan Internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an
dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya
dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam
penerapan KUHP terhadap persoalan cyberporn. Penulis dalam hal ini hanya akan
membatasi pada persoalan teoritis berupa peninjauan terhadap pasal-pasal yang berkaitan
dengan pornografi dan perkembangannya melalui internet serta penafsiran terhadap isi
pasal tersebut.
Untuk permasalahan yang berkaitan dengan hal di mana sebenarnya peraturannya
sudah ada tetapi penafsirannya belum sampai pada atau tidak ditujukan kepada
permasalahan yang muncul kemudian, maka persoalan sebenarnya terletak pada masalah
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penafsiran dari isi undang-undang itu. Hal ini menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum
pidana untuk memberikan penafsiran di antara peraturan dan peristiwa konkrit yang terjadi
di masyarakat. Permasalahan ini muncul atau terjadi pada kasus cyberporn.
Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak
pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) yang termuat dalam Pasal 282-283. Tindak
pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin
(seks) seseorang. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang
terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:
a. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan
dan sebagainya;
b. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau
menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan
dengan terang-terangan;
c. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan
dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.
Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam
masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran
makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah
penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsira lama, maka layar
komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat
dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282
KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus
ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada
hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan
atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain,
dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian
“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”2 Ada dua masalah sentral
dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah
penentuan :
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2 Barda Nawawi Arif, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, halaman 26
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2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.3
Pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya juga merupakan bagian
dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy), yang harus ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan pendekatan
yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach)4 atau dengan kata lain upaya
penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada
keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya
penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan didalam setiap kebijakan
(policy) terkandung pula pertimbangan nilai.
Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik
hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap
hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru didalam masyarakat. Politik
hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “ius contitutum’  yang
bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “ius
constituendum” atau hukum pada masa yang akan datang. Hal tersebut diatas sejalan
dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :5Pembaharuan hukum pidana
pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan
reformasi hukum  pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-
filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan
kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.
Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya
penanggulangan cyberporn, antara lain adalah Konsep KUHP 2005. Konsep KUHP 2005
telah mengatur tindak pidana pornografi, termasuk cyberporn. Hal ini dapat dilihat dalam
Buku II, yaitu Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dalam Pasal 379 dan
Delik pornografi pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan mulai Pasal 468 sampai
3 Barda Nawawi Arif, Ibid.,halaman 29.
4 Barda Nawawi Arif, Ibid, halaman 28
5 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung),
halaman  30-31
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dengan Pasal 504. Dalam upaya menjangkau pelaku cyberporn, Konsep KUHP
memperluas dan mengatur beberapa pengertian dalam Buku I tentang ketentuan umum dan
memiliki jurisdiksi untuk tindak pidana di bidang teknologi informasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (3 Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam
upaya penanggulangan cyberporn, antara lain adalah Konsep KUHP 2005
Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan
kejahatan hanya bersifat Kurieren am Symptom dan bukan sebagai faktor yang
menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha
mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk
mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang
terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.
Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal,
yaitu :6
Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang
tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik,
sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan
“kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan
simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat
kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
1. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat
struktural/ fungsional;
2. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pisana yang bersifat kaku
dan imperatif;
3. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih
bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.
6Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,
(Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;
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Adanya keterbatasan sarana penal ini menuntut perlunya penggunaan sarana non
penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab
terjadinya kejahatan. Selain itu sarana non penal ini dapat lebih efektif karena sifatnya yang
preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan
pemberantasan setelah kejahatan terjadi.
Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime
prevention) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan
utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-
kongres PBB mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders” adalah
sebagai berikut :
1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan / dilihat sebagai
problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi
seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan /
tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-
kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan
kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok / mendasar dalam upaya
pencegahan kejahatan” (the basic crime prevention strategy);
3. Penyebab utama dari kejahatan  di banyak negara ialah ketimpangan sosial,
diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan
kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam
hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan
perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional
baru.
Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan
tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi
penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu
dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya
kejahatan.
C.SIMPULAN
Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan
“kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan
simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”,maka dari itu untuk mengatasi masalah
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pornography sebaiknya tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga sarana non penal
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